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Abstract 

The use of Artificial Intelligence (AI) in the formation of public policy marks a 
transformative change in governance and decision-making processes. This article 
provides an overview of the main aspects of the integration and use of AI in the 
formation of public policy, along with a review of the opportunities, challenges, impacts, 
and its ethical considerations. As governments and public organizations increasingly 
leverage technology, AI raises opportunities to facilitate data-driven decision making, 
increase efficiency through automation, enable predictive analysis, and strengthen 
government capacity to deliver responsive public services. AI's ability to analyze vast 
data sets and predicting future trends provide governments and public organizations 
with a powerful tool for crafting evidence-based policies to respond to social challenges 
in a timely and effective manner.But the application of AI in public policymaking is not 
without challenges. Ethical considerations, transparency, and bias mitigation are 
challenges that require careful attention. Ensuring accountability for AI-based policy 
decisions and addressing privacy concerns is critical to maintaining public trust. There 
needs to be an approach that is able to align the use of AI's potential to improve policy 
outcomes while ensuring that this technology is used responsibly and in line with public 
values. The use of AI in public policy making offers enormous potential to improve 
governance, simplify services and improve decision-making processes. To maximize these 
benefits, policymakers must pay attention to ethical and legal considerations, while 
engaging the public in discussions about AI's role in shaping policies that reflect society's 
values and needs. 
Keywords: Artificial Intelligence, Public Policy Making, Public Governance, Decision-
Making, Public Service 

 
Abstraksi 

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam pembentukan kebijakan publik menandai 
perubahan transformatif dalam proses tata kelola dan pengambilan keputusan. Artikel 
ini memberikan gambaran tentang aspek-aspek utama integrasi dan pemanfaatan AI 
dalam pembentukan kebijakan publik, disertai ulasan peluang, tantangan, dampak, dan 
pertimbangan etisnya. Ketika pemerintah dan organisasi publik semakin memanfaatkan 
teknologi, AI memunculkan peluang memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan 
data, meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi, memungkinkan analisis prediktif, dan 
memperkuat kapasitas pemerintah untuk memberikan layanan publik yang responsif. 
Kemampuan AI untuk menganalisis kumpulan data yang luas dan memprediksi tren di 
masa depan memberikan pemerintah dan organisasi publik alat handal untuk menyusun 
kebijakan berbasis bukti untuk merespons tantangan sosial secara tepat waktu dan 
efektif. Namun penerapan AI dalam pengambilan kebijakan publik bukannya tanpa 
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tantangan. Pertimbangan etis, transparansi, dan mitigasi bias merupakan tantangan  
yang memerlukan perhatian cermat. Memastikan akuntabilitas atas keputusan 
kebijakan berbasis AI dan mengatasi masalah privasi sangat penting dalam menjaga 
kepercayaan publik. Perlu adanya pendekatan yang mampu menyelaraskan 
pemanfaatan potensi AI untuk meningkatkan hasil kebijakan sekaligus memastikan 
bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai 
publik. Pemanfaatan AI dalam pengambilan kebijakan publik menawarkan potensi yang 
sangat besar untuk meningkatkan tata kelola, menyederhanakan layanan, dan 
meningkatkan proses pengambilan keputusan. Untuk memaksimalkan manfaat ini, 
pembuat kebijakan harus memperhatikan pertimbangan etika dan hukum, sekaligus 
melibatkan masyarakat dalam diskusi tentang peran AI dalam membentuk kebijakan 
yang mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat. 
Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Proses Kebijakan Publik, Tata Kelola Publik, 
Pengambilan Keputusan, Pelayanan Publik  
 

1. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan mencerminkan 
perubahan transformatif dalam cara penyelenggaraan negara dan tata kelola publik. 
Seiring dengan kemajuan era industri 5.0, teknologi memberikan pemerintah 
serangkaian alat dan solusi yang berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan 
efektivitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan [1], [2], [3] Di era ini, integrasi 
teknologi ke dalam aktivitas pemerintahan tidak hanya sekedar digitalisasi. Pemanfaatan 
teknologi itu mencakup pendekatan komprehensif terhadap penyelenggaraan layanan 
publik, perumusan kebijakan, dan interaksi masyarakat dengan pemerintah.  

Teknologi digital memungkinkan pemerintah menyediakan platform dan layanan 
online, sehingga informasi dan sumber daya lebih mudah diakses oleh masyarakat [4]. 
Publik kini dapat mengakses layanan pemerintah dan memperoleh informasi melalui 
saluran digital, sehingga mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan 
kenyamanan[5]. Dengan teknologi, pemerintah memiliki akses terhadap sejumlah besar 
data, yang dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan, memberikan informasi dalam 
pengambilan kebijakan, dan meningkatkan layanan publik [6]. Tata kelola berbasis data 
memungkinkan pemerintah membuat keputusan berdasarkan bukti, memantau hasil, 
dan mengevaluasi efektivitas kebijakan [7]. 

Teknologi menjadi sumber daya penting dalam meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pemerintahan. Pemanfaatan potensi transformatif teknologi salah satunya 
didayagunakan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah yaitu pengambilan kebijakan 
publik. Transformasi ini telah memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan 
pemanfaatan analisis prediktif untuk kebijakan publik[8],[10],[11]. 

Teknologi digital mampu memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, dan analisis 
data dalam jumlah besar, sehingga memungkinkan pemerintah mengambil keputusan 
berdasarkan bukti dan wawasan [10]. Melalui penggunaan analisis big data dan 
pemodelan prediktif, pemerintah dapat mengidentifikasi pola, tren, dan potensi hasil, 
sehingga memungkinkan untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan kebijakan 
dengan lebih efektif [11]. Pendekatan berbasis data ini meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas proses pembuatan kebijakan. 
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Artificial Intelligence (AI) menjadi semakin relevan dalam bidang pembuatan 
kebijakan publik, dan menawarkan banyak peluang dan tantangan. Pemanfaatan AI di 
sektor publik berpotensi meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan 
penyampaian layanan, dan mengatasi masalah sosial yang kompleks [1]. Integrasi 
teknologi AI dalam pengambilan kebijakan publik dapat dilihat dalam berbagai konteks, 
termasuk kerangka tata kelola dan analisis data [13],[14],[15]. Pemanfaatan teknologi AI 
dalam pembuatan kebijakan publik berpotensi merevolusi cara pengambilan keputusan, 
meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas hasil kebijakan secara keseluruhan. 

Teknologi AI berpeluang diterapkan dalam setiap tahapan dalam model siklus 
kebijakan. Model siklus kebijakan memberikan kerangka kerja untuk memahami 
kompleksitas proses pembuatan kebijakan dan membantu pembuat kebijakan 
menganalisis dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Hal ini menyoroti pentingnya 
pengambilan keputusan berbasis bukti, keterlibatan pemangku kepentingan, serta 
evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan bersifat 
responsif, efisien, dan mencapai hasil yang diharapkan [15]. 

Siklus kebijakan mengacu pada proses di mana kebijakan publik dikembangkan, 
diterapkan, dievaluasi, dan direvisi [16]. Siklus kebijakan terdiri dari beberapa tahapan 
yaitu identifikasi masalah dan agenda setting, formulasi kebijakan, pengambilan 
kebijakan, implementasi kebijakan, pengawasan dan evaluasi, serta perbaikan atau 
penghentian kebijakan [17]. Dari tahapan iklus kebijakan, masing-masing tahapan tidak 
selalu merupakan proses yang linier, dan tahapannya mungkin tumpang tindih atau 
terjadi secara bersamaan. Selain itu, faktor eksternal, dinamika politik, dan keterlibatan 
pemangku kepentingan dapat mempengaruhi kemajuan dan hasil siklus kebijakan [15] 

Pengambilan keputusan berbasis data, pemodelan, hingga analisis prediktif 
memungkinkan dilakukan melalui peran AI dalam pendekatan model siklus kebijakan.  
Analisis prediktif, yang didukung oleh algoritma, machine learning dan AI, 
memungkinkan pemerintah memperkirakan skenario masa depan dan membuat 
keputusan kebijakan yang proaktif [18]. Dengan menganalisis data historis dan 
mengidentifikasi pola, analisis prediktif dapat memberikan wawasan berharga mengenai 
potensi dampak intervensi kebijakan, membantu pemerintah mengalokasikan sumber 
daya secara lebih efisien dan mengatasi permasalahan yang muncul. Pendekatan ini 
memungkinkan pendekatan pengambilan kebijakan yang lebih proaktif dan berwawasan 
ke depan. 

Pemanfaatan pengambilan keputusan berbasis data dan analisis prediktif dalam 
kebijakan publik berpotensi meningkatkan hasil kebijakan, meningkatkan penyampaian 
layanan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya [9]. Hal ini memungkinkan 
pemerintah mengidentifikasi dan mengatasi tantangan masyarakat secara lebih efektif, 
sehingga menghasilkan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak 
[19]. Selain itu, hal ini memungkinkan dilakukannya evaluasi kebijakan berbasis bukti 
dan pembelajaran berkelanjutan, sehingga memungkinkan pemerintah untuk 
mengadaptasi dan menyempurnakan kebijakan berdasarkan data dan umpan balik 
secara real-time. 

Namun, penerapan pengambilan keputusan berbasis data dan analisis prediktif 
dalam kebijakan publik juga menghadirkan tantangan. Hal ini mencakup permasalahan 
terkait kualitas data, privasi, etika, dan kebutuhan akan personel terampil untuk 
menganalisis dan menafsirkan data [20]Pemerintah juga harus memastikan 
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan data dan algoritma untuk 
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menjaga kepercayaan publik [21]. Selain itu, diperlukan kerangka tata kelola dan 
peraturan yang kuat untuk memandu penggunaan data dan analisis yang bertanggung 
jawab dan etis dalam pembuatan kebijakan . 

Integrasi AI ke dalam kebijakan publik mencerminkan perubahan paradigma 
dalam tata kelola pemerintahan, yang siap mengantarkan era baru tata kelola berbasis 
data, efisien, dan responsif. Hal ini menjanjikan untuk meningkatkan proses 
pengambilan keputusan dengan memberikan wawasan berharga, memprediksi tren 
masa depan, dan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kualitas hasil kebijakan. Namun, disamping peluang-peluang ini, terdapat 
serangkaian tantangan yang memerlukan perhatian secara cermat. Isu-isu seperti 
pertimbangan etis, transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi bias harus diatasi untuk 
memastikan bahwa kebijakan berbasis AI bersifat adil, setara, dan sejalan dengan nilai-
nilai masyarakat demokratis. 

Di era yang ditandai dengan kemajuan pesat teknologi digital dan lanskap tata 
kelola pemerintahan yang terus berkembang, peran AI muncul sebagai kekuatan 
transformatif yang berpotensi untuk mendefinisikan kembali cara kebijakan publik 
dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi. Didorong oleh latar belakang tersebut, 
penelitian ini mengkaji bagaimana peluang yang dapat dioptimalisasi serta tantangan 
yang dihadapi dalam penerapan teknologi AI pada proses pembuatan kebijakan publik. 
Artikel ini memulai perjalanan untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan pemerintah 
secara keseluruhan untuk menerapkan teknologi AI dalam kerangka kebijakan publik. 
Untuk mencapai hal ini, kami mengadopsi pendekatan model siklus kebijakan, yang 
memungkinkan mengkaji secara komprehensif proses kebijakan publik dan integrasi AI 
secara strategis ke dalam tahapannya. 

2. METODE PENELITIAN 

Kajian ini menerapkan pendekatan studi tinjauan literatur. Tinjauan literatur 
merupakan pemeriksaan sistematis dan komprehensif terhadap literatur ilmiah yang ada 
mengenai topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Ini melibatkan identifikasi, 
evaluasi, dan sintesis studi, artikel, dan sumber lain yang relevan untuk memberikan 
gambaran komprehensif tentang pengetahuan terkini tentang suatu topik [22], [23]. 

Proses melakukan tinjauan literatur diantaranya menentukan pertanyaan atau 
tujuan penelitian, mengidentifikasi basis data dan sumber yang relevan, melakukan 
pencarian sistematis, menyaring dan memilih studi yang relevan, mengekstraksi dan 
menganalisis data, dan mensintesis temuan [24]Dalam penelitian ini, tahap tinjauan 
literatur yang digunakan sebagai berikut. 
1. Menentukan definisi ruang lingkup dan batasan penelitian. Hal ini melibatkan 

penentuan tema utama, konsep, dan pertanyaan penelitian terkait pemanfaatan AI 
dalam siklus kebijakan publik. 

2. Mengumpulkan literatur yang relevan sebagai sumber data. Langkah ini melibatkan 
akses terhadap berbagai sumber data, yang dibatas pada cakupan jurnal ilmiah 
internasional, jurnal ilmiah nasional, dan publikasi ilmiah lainnya yang terbit dalam 
kurun waktu sepuluh tahun terakhir. 

3. Pencarian Sistematis. Pencarian sistematis dan terorganisir dilakukan untuk 
mengidentifikasi literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Kata kunci dan 
frasa yang relevan dengan pemanfaatan AI dalam kebijakan publik digunakan dalam 
proses pencarian menggunakan software Publish or Perish. 
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4. Tinjauan dan Seleksi. Setelah literatur dikumpulkan, tinjauan menyeluruh dilakukan. 
Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi kualitas dan kredibilitas setiap sumber. 
Sumber yang relevan dipilih berdasarkan keselarasan dengan tujuan penelitian. 

5. Organisasi Data. Pengorganisasian literatur yang dipilih melibatkan pengelompokan 
sumber ke dalam tema atau tahapan siklus kebijakan yang meliputi penetapan 
agenda, perumusan, implementasi, evaluasi, umpan balik. 

6. Sintesis data. Tahap sintesis melalui proses penggalian temuan dan wawasan utama 
dari literatur yang dikaji. Artikel ini mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang 
umum di bidang AI dalam kebijakan publik. Ini membantu dalam mengembangkan 
pemahaman holistik tentang pemanfaatan AI dalam model siklus kebijakan. 

7. Kerangka Etis dan Regulasi. Perhatian khusus diberikan pada pertimbangan etis dan 
regulasi seputar penerapan AI dalam kebijakan publik. Hal ini mencakup isu-isu 
seperti transparansi, akuntabilitas, privasi data, dan mitigasi bias. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Artificial Intelligence (AI) mengacu pada pengembangan dan implementasi 

sistem komputasi yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan 

kecerdasan manusia. Tugas-tugas ini meliputi pemecahan masalah, pengambilan 

keputusan, pembelajaran, persepsi, dan pemahaman bahasa. Sistem AI dirancang untuk 

menganalisis data dalam jumlah besar, belajar dari pola dan pengalaman, serta 

membuat prediksi atau mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. AI dalam 

pembentukan kebijakan publik mewakili perubahan transformatif dalam proses tata 

kelola dan pengambilan keputusan [25]. Pemanfaatan teknologi AI dalam pembuatan 

kebijakan publik berpotensi merevolusi cara pengambilan keputusan, meningkatkan 

efisiensi, dan meningkatkan kualitas hasil kebijakan secara keseluruhan.  

Dengan memanfaatkan teknologi AI, pembuat kebijakan dapat meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap kebijakan publik. Teknologi AI menawarkan 

potensi untuk merevolusi pembuatan kebijakan publik dengan memungkinkan 

pengambilan keputusan berdasarkan data, memprediksi tren masa depan, 

mengotomatiskan tugas-tugas administratif, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. 

Para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan kemampuan analitis AI untuk menyusun 

kebijakan berbasis bukti yang mampu merespons tantangan dengan responsif dan 

efektif. 

3.1. Potensi AI dalam Proses Kebijakan Publik 

Pemanfaatan AI dalam kebijakan publik menawarkan peluang bagi pemerintah 

untuk melakukan pengambilan kebijakan berbasis data melalui analisis data. AI dapat 

menganalisis sejumlah data besar dari berbagai sumber, termasuk media sosial, sensor, 

dan catatan administratif, untuk mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi. Analisis ini 

dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan untuk memahami 

permasalahan yang kompleks, memprediksi hasil di masa depan, dan mengambil 

keputusan berdasarkan bukti [12], [14]. Dengan memproses dan menganalisis data ini, 
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sistem AI dapat memberikan wawasan dan bukti berharga kepada pembuat kebijakan 

untuk menginformasikan pengembangan dan implementasi kebijakan. 

Algoritma AI dapat secara efisien menganalisis kumpulan data yang kompleks, 

mengidentifikasi pola, dan mengekstraksi wawasan berharga yang dapat memberikan 

informasi dalam pengambilan keputusan berbasis bukti [26]. Hal ini memungkinkan 

pembuat kebijakan untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang 

permasalahan yang ada dan membuat pilihan berdasarkan bukti berdasarkan data [25]. 

Analisis data oleh AI menawarkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, peningkatan 

pemberian layanan, dan hasil kebijakan yang lebih baik [27] 

Teknologi AI juga dapat digunakan untuk pemodelan dan simulasi prediktif, 

sehingga memungkinkan pembuat kebijakan menilai potensi dampak dari berbagai 

intervensi kebijakan. Model AI dapat memperkirakan tren masa depan, membantu 

pemerintah secara proaktif mengatasi permasalahan yang muncul. Hal ini sangat 

penting bagi manajemen krisis, alokasi sumber daya, dan perencanaan jangka panjang. 

AI dapat digunakan untuk mengembangkan model dan simulasi yang menyimulasikan 

dampak berbagai intervensi kebijakan. Dengan memasukkan berbagai parameter dan 

skenario, pembuat kebijakan dapat menilai potensi hasil dari berbagai pilihan kebijakan, 

mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mengidentifikasi strategi yang paling efektif 

[28], [29]. 

Dengan melatih model AI berdasarkan data historis, pembuat kebijakan dapat 

mensimulasikan berbagai skenario dan memprediksi hasil keputusan kebijakan, 

membantu mereka membuat pilihan yang tepat dan mengoptimalkan alokasi sumber 

daya [30]. AI dapat memfasilitasi pemodelan prediktif dan analisis skenario, sehingga 

memungkinkan pembuat kebijakan mengantisipasi potensi dampak dari berbagai pilihan 

kebijakan [31]. Model-model ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami 

potensi konsekuensi dari keputusan mereka, menilai efektivitas berbagai pilihan 

kebijakan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya [32].  

Teknologi AI dapat berperan besar dalam pelaksanaan tugas pemerintah melalui 

otomasi dan peningkatan efisiensi.  Teknologi AI, seperti pemrosesan bahasa dan 

pembelajaran mesin, dapat mengotomatiskan tugas administratif rutin, pemrosesan 

data, dan analisis. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas administratif rutin, sehingga 

memberikan waktu dan sumber daya bagi pembuat kebijakan untuk fokus pada aktivitas 

yang lebih strategis dan bernilai tambah [1]. Hal ini mencakup otomatisasi entri data, 

pembuatan laporan, dan pemrosesan dokumen, sehingga memungkinkan pembuat 

kebijakan untuk menyederhanakan alur kerja mereka dan meningkatkan efisiensi [33]. 

Efisiensi ini memungkinkan mereka memfokuskan upaya pada tugas yang lebih rumit 

dan strategis, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.  

Otomasi mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menyediakan 

akses instan ke data dan analisis. Kecepatan ini sangat bermanfaat dalam situasi yang 

memerlukan respons cepat, termasuk manajemen bencana, keadaan darurat kesehatan 

masyarakat, dan krisis ekonomi. Dalam skenario seperti itu, AI membantu dalam 
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mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Selain itu otomatisasi menghasilkan 

penghematan biaya melalui pengurangan biaya tenaga kerja dan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja. Sumber daya keuangan ini kemudian dapat dialihkan ke 

bidang-bidang yang memerlukan perhatian lebih besar, seperti analisis kebijakan dan 

pengembangan program, sehingga mendorong penggunaan anggaran lebih efektif. Tidak 

kalah penting proses otomatis meminimalkan risiko kesalahan manusia. 

AI memungkinkan pemerintah mengambil rekomendasi kebijakan yang 

dipersonalisasi. Rekomendasi kebijakan yang dipersonalisasi oleh AI mengacu pada 

penggunaan teknologi AI untuk memberikan saran kebijakan yang disesuaikan dan 

berdasarkan data kepada individu atau kelompok berdasarkan kebutuhan, keadaan, dan 

preferensi spesifik mereka. AI dapat menganalisis preferensi, perilaku, dan kebutuhan 

individu untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dipersonalisasi. Pendekatan ini 

dapat membantu pembuat kebijakan menyesuaikan kebijakan dengan kelompok sasaran 

tertentu, meningkatkan hasil kebijakan, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat [27]. 

Algoritma AI menganalisis sejumlah besar data, termasuk informasi demografis, pola 

perilaku, dan preferensi pengguna, untuk membuat rekomendasi kebijakan yang 

dipersonalisasi. Rekomendasi ini dapat mencakup berbagai domain kebijakan, seperti 

layanan kesehatan, pendidikan, perpajakan, dan layanan sosial. 

Alih-alih menawarkan kebijakan yang bersifat universal, AI justru menyesuaikan 

rekomendasi agar selaras dengan kebutuhan unik setiap individu. Rekomendasi 

kebijakan yang dipersonalisasi bergantung pada analisis data yang komprehensif, yang 

diambil dari sumber seperti catatan kesehatan, data keuangan, dan perilaku sosial. 

Pendekatan berbasis data ini memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada informasi 

dan tren yang ada di dunia nyata. Dengan menerima rekomendasi kebijakan yang 

dipersonalisasi, individu dan pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih 

tepat dan selaras dengan kebutuhan spesifik mereka. Hal ini dapat memberikan hasil 

yang lebih baik dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. 

Potensi berikutnya dari AI dalam bidang kebijakan publik adalah kapasitasnya 

dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan keputusan kebijakan. 

AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar, termasuk catatan sejarah, informasi 

real-time, dan sumber eksternal, untuk mengidentifikasi potensi risiko dan 

kemungkinannya. Dengan menerapkan algoritma pembelajaran mesin, sistem AI dapat 

mendeteksi pola, korelasi, dan anomali yang mungkin mengindikasikan munculnya risiko 

atau potensi hasil negatif [34], [35]. Melalui teknik pemodelan prediktif, AI dapat 

memperkirakan potensi risiko dan potensi dampaknya. Dengan menganalisis data 

historis dan mengidentifikasi tren, AI dapat memberikan wawasan kepada pembuat 

kebijakan mengenai risiko di masa depan, sehingga memungkinkan mereka mengambil 

tindakan proaktif untuk memitigasi atau mengelola risiko tersebut [36]. AI dapat terus 

memantau aliran data dan mendeteksi tanda-tanda peringatan dini mengenai potensi 

risiko. Dengan menganalisis data secara real-time dan menerapkan algoritma, AI dapat 

memperingatkan pembuat kebijakan akan risiko yang muncul, sehingga memungkinkan 
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mereka mengambil tindakan tepat waktu untuk mencegah atau memitigasi konsekuensi 

negatif [37], [38]. 

Dalam hal resiko etis, AI mampu dimanfaatkan untuk mengidentifikasi risiko etis 

yang terkait dengan keputusan kebijakan. Dengan menganalisis potensi bias, masalah 

keadilan, dan konsekuensi yang tidak diinginkan, sistem AI dapat membantu pembuat 

kebijakan mengevaluasi implikasi etis dari keputusan mereka dan mengambil langkah 

untuk mengatasinya [39], [40]. Selain itu AI dapat menganalisis sentimen dan masukan 

masyarakat untuk mengukur potensi risiko dan kekhawatiran terkait dengan keputusan 

kebijakan tertentu. Dengan menganalisis media sosial, survei, dan sumber lainnya, 

sistem AI dapat memberikan wawasan tentang persepsi publik dan membantu pembuat 

kebijakan memahami dan mengatasi potensi risiko terkait penerimaan dan kepercayaan 

publik [41], [42]. Penting untuk dicatat bahwa meskipun AI dapat membantu dalam 

mengidentifikasi dan mengelola risiko, AI tidak boleh menggantikan penilaian dan 

pengambilan keputusan manusia. Sistem AI harus digunakan sebagai alat untuk 

mendukung pembuat kebijakan dalam penilaian risiko dan proses pengambilan 

keputusan, dengan mempertimbangkan keahlian dan nilai-nilai manusia dalam 

pengambil keputusan [43], [44]. 

3.2. Tantangan Pemanfaatan AI dalam Proses Kebijakan Publik 

Penerapan AI dalam pengambilan kebijakan publik juga menimbulkan tantangan 

dan pertimbangan khusus. Implikasi etis dan hukum, seperti privasi, bias, transparansi, 

dan akuntabilitas, merupakan hal yang perlu mendapat perhatian untuk memastikan 

penggunaan AI yang bertanggung jawab dan adil [45]. Kualitas dan ketersediaan data 

sangat penting untuk analisis dan pengambilan keputusan yang akurat, sehingga 

mengharuskan pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah terkait pengumpulan, 

pembagian, dan interoperabilitas data. Membangun keterampilan dan kapasitas yang 

diperlukan dalam sektor publik sangat penting untuk memanfaatkan teknologi AI secara 

efektif. Selain itu, kepercayaan masyarakat dan penerimaan terhadap AI dalam 

pengambilan kebijakan juga harus dibangun melalui proses yang transparan dan inklusif. 

1. Implikasi Etis dan Hukum 

Implikasi etis dan hukum dari AI perlu menjadi perhatian pembuatan kebijakan. 

Penerapan AI menimbulkan pertanyaan kompleks tentang hak Individu, akuntabilitas 

dan status hukum sistem AI [46]. AI menimbulkan kekhawatiran etis terkait privasi, bias, 

transparansi, dan akuntabilitas. Para pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa 

sistem AI dikembangkan dan diterapkan dengan cara yang menghormati hak-hak 

individu, menghindari diskriminasi, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas [47]. 

Permasalahan seperti privasi, bias, dan diskriminasi perlu ditangani secara hati-hati 

untuk memastikan bahwa sistem AI tidak melanggengkan kesenjangan yang ada atau 

melanggar hak-hak individu [48]. Penggunaan AI dalam pengambilan kebijakan publik 

juga menimbulkan pertimbangan etis. Penjelasan dan transparansi algoritma AI penting 

untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik [49]. Hak atas penjelasan AI 

telah diakui sebagai konsensus dalam komunitas riset dan pembuatan kebijakan [49]. 
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2. Kualitas dan ketersediaan data 

AI mengandalkan data berkualitas tinggi dan beragam untuk analisis dan 

pengambilan keputusan yang akurat. Pembuat kebijakan perlu mengatasi permasalahan 

terkait kualitas data, aksesibilitas, dan interoperabilitas untuk memastikan bahwa sistem 

AI memberikan hasil yang andal dan tidak memihak [50]. Ketika sistem AI menjadi lebih 

kompleks dan canggih, penting untuk memastikan bahwa pembuat kebijakan dan 

masyarakat dapat memahami bagaimana keputusan dibuat dan memiliki keyakinan 

terhadap keadilan dan akuntabilitas sistem AI [48]. Sistem AI sangat bergantung pada 

data yang akurat dan andal untuk pengambilan keputusan. Namun, data rentan 

terhadap kesalahan, inkonsistensi, dan bias. Memastikan keakuratan data melalui proses 

pengumpulan, validasi, dan verifikasi data yang tepat sangat penting untuk menjaga 

kualitas data masukan untuk algoritma AI [26]. Ketersediaan data berkualitas tinggi 

dapat menjadi suatu tantangan, terutama pada domain yang pengumpulan datanya 

rumit atau terbatas. Kelangkaan data dapat memengaruhi performa dan kemampuan 

generalisasi model AI. Upaya harus dilakukan untuk memastikan ketersediaan data 

melalui teknik berbagi data, kolaborasi, dan pembuatan data [26]. 

3. Peningkatan keterampilan dan kapasitas 

AI adalah bidang yang kompleks dan berkembang pesat, dan pembuat kebijakan 

mungkin kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan mengenai 

teknologi AI. Inisiatif peningkatan kapasitas memberikan peluang bagi pembuat 

kebijakan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

terlibat dengan konsep, teknologi, dan implikasi kebijakan terkait AI [51], [52]. Teknologi 

AI berkembang dengan pesat, dan pembuat kebijakan harus mengikuti perkembangan 

terkini agar dapat secara efektif memahami dan memanfaatkan potensi AI dalam 

pembuatan kebijakan. Membangun keterampilan dan kapasitas dalam AI memastikan 

bahwa pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat dan secara efektif 

menavigasi lanskap teknologi AI yang kompleks ([53]. AI mengandalkan data untuk 

menghasilkan wawasan dan rekomendasi. Para pembuat kebijakan memerlukan 

keterampilan untuk memahami dan menafsirkan data, menilai kualitasnya, dan 

membuat keputusan berdasarkan data. Membangun kapasitas dalam analisis dan 

interpretasi data akan membekali pembuat kebijakan dengan keterampilan yang 

diperlukan untuk memanfaatkan teknologi AI dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti 

[54], [55]. Dengan berinvestasi pada keterampilan dan peningkatan kapasitas AI, 

pembuat kebijakan dapat secara efektif mengatasi tantangan dan peluang yang 

ditimbulkan oleh teknologi AI, membuat keputusan yang tepat, dan membentuk 

kebijakan yang mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab dan bermanfaat 

bagi masyarakat [56]. 

4. Kepercayaan dan penerimaan masyarakat 

Penerapan AI dalam pembuatan kebijakan publik mungkin menghadapi penolakan 

dan skeptisisme dari masyarakat. Para pengambil kebijakan perlu terlibat dalam proses 

yang transparan dan inklusif, mengomunikasikan manfaat dan keterbatasan AI, serta 
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mengatasi permasalahan untuk membangun kepercayaan dan penerimaan [57]. Banyak 

masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya memahami cara kerja AI atau 

penggunaannya dalam pembuatan kebijakan. Kurangnya pemahaman ini dapat 

menimbulkan skeptisisme, karena orang sering kali takut terhadap apa yang tidak 

mereka pahami. Penggunaan AI dalam pembuatan kebijakan publik juga menimbulkan 

pertanyaan mengenai peran penilaian manusia dan pengambilan keputusan [46], [57]. 

Sebagain publik mungkin menilai bahwa AI, karena tidak memiliki empati dan 

pemahaman manusia, tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang sensitif 

secara moral atau sosial. Penolakan masyarakat mungkin timbul dari keyakinan bahwa 

AI tidak dapat mengatasi permasalahan yang kompleks dan beragam secara memadai. 

Menyoroti peran AI sebagai alat untuk meningkatkan pengambilan keputusan manusia, 

bukan menggantikannya, dapat mengurangi kekhawatiran ini. Meskipun AI dapat 

memberikan wawasan berharga dan mendukung proses pengambilan keputusan, 

penting untuk mencapai keseimbangan antara penggunaan AI dan keahlian manusia . 

Penilaian manusia, nilai-nilai, dan pertimbangan etis harus tetap memainkan peran 

penting dalam perumusan dan implementasi kebijakan. 

4. KESIMPULAN 

Pemanfaatan AI dalam siklus kebijakan publik menawarkan beragam peluang 

yang berpotensi merevolusi proses tata kelola dan pengambilan keputusan. AI dapat 

peranan penting dalam meningkatkan analisis data, prediksi, pemodelan kebijakan, 

otomatisasi, rekomendasi kebijakan yang dipersonalisasi, penilaian risiko, dan 

penyampaian layanan publik. Kemampuan-kemampuan ini memberdayakan para 

pengambil kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat, efisien, dan 

disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga mampu merespons secara efektif tantangan-

tantangan kompleks di era modern. Namun penerapan AI bukannya tanpa tantangan 

dan pertimbangan. Pembuat kebijakan harus memperhatikan implikasi etika dan hukum, 

memastikan bahwa sistem AI menjunjung tinggi prinsip privasi, keadilan, transparansi, 

dan akuntabilitas. Para pembuat kebijakan juga perlu mengatasi permasalahan terkait 

kualitas dan ketersediaan data, serta berinvestasi pada tata kelola data untuk menjamin 

keandalan hasil yang didorong oleh AI. Membangun sumber daya manusia terampil yang 

mampu memanfaatkan potensi AI sangatlah penting sehingga memerlukan investasi 

dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas. Selain itu, membangun kepercayaan dan 

penerimaan publik merupakan hal yang sangat penting karena memerlukan proses yang 

terbuka, inklusif, dan transparan yang secara efektif mengkomunikasikan kelebihan dan 

keterbatasan AI dalam pembuatan kebijakan publik. Masa depan AI dalam kebijakan 

publik akan dibentuk oleh kemampuan memanfaatkan peluang sambil menghadapi 

tantangan yang kompleks. Para pembuat kebijakan harus menjaga keseimbangan antara 

menerima inovasi dan menjaga nilai-nilai publik, memastikan bahwa AI berkontribusi 

positif terhadap tata kelola, pengambilan keputusan, dan pada akhirnya, kesejahteraan 

masyarakat. 
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5. SARAN 

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pertimbangan yang cermat dan 

perencanaan strategis untuk integrasi AI dalam pembuatan kebijakan publik. Untuk itu 

dibutuhkan pengembangan kerangka etis yang kuat untuk penerapan AI secara 

bertanggung jawab dengan memperhatikan transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan 

privasi. Selain itu, dibutuhkan pembangunan praktik tata kelola data yang kuat dengan 

fokus pada kualitas, keamanan, dan aksesibilitas, didukung oleh infrastruktur TI yang 

memadai. Pemerintah perlu menumbuhkan kolaborasi di antara pakar AI, pakar 

kebijakan, peneliti, dan ahli etika untuk pendekatan holistik pemanfaatan AI di bidang 

kebijakan publik. Tidak kalah penting untuk melibatkan masyarakat dan pemangku 

kepentingan secara aktif untuk mengumpulkan masukan dan membangun kepercayaan 

dalam proses pembuatan kebijakan berbasis AI. Kerangka etika yang terdefinisi dengan 

baik, praktik tata kelola data yang kuat, upaya kolaboratif antar para ahli, dan 

keterlibatan publik yang aktif sangat penting bagi keberhasilan dan tanggung jawab 

integrasi AI dalam pembuatan kebijakan publik. Rekomendasi ini memberikan panduan 

komprehensif bagi pembuat kebijakan dan organisasi pemerintah dalam menghadapi 

kompleksitas penerapan AI di bidang kebijakan. 
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